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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan 

jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan. 

              (QS. An-Nisa 135) 

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 

menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. 

Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila 

dibelanjakan. 

  (Khalifah Ali bin Abi Talib) 

         

Berhentilah mengkhawatirkan masa depan, syukurilah hari ini, dan 

hiduplah dengan sebaik-baiknya.      

         (Mario Teguh) 
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ABSTRAK 

 

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) OLEH BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM UPAYA TERWUJUDNYA 

GOODaGOVERNANCE, secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Hadipolo Kabupaten Kudus dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Hadipolo Kabupaten Kudus untuk melakukan 

fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan good governance  

Dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, 

Spesifikasi deskriptif analitis, metode penentuan sampel non random sampling, 

metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dalam 

penelitian ini menggunakan analisa data analisa data yang digunakan adalah 

metode kualitatif.   

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Pasal 55 huruf c UU Desa, 

menegaskan “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan 

pengawasan kinerja Kepala Desa”. Termasuk mengawasi kinerja Kepala Desa 

dalam hal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus, belum tersusun dengan baik dan benar berdasarkan kebutuhan 

desa. Dalam APBDes Hadipolo tahun 2018 masih ada perbedaan antara APBDes 

yang sudah tersusun dengan APBDes yang terealisasi dilapangan terdapat 

perbedaan penggunaan anggaran yang cukup signifikan. Anggaran yang tertulis 

dalam APBDes Desa Hadipolo tahun 2018 untuk 5 (lima) pos, yaitu belanja 

barang yang akan diserahkan pada masyarakat, belanja bahan/material, belanja 

barang yang akan diserahkan pada masyarakat, pengadaan konstruksi/pembelian 

dan pengadaan konstruksi. Pengawasan mempunyai tujuan untuk terwujudnya 

Pemerintahan yang Good Governance, dalam hal ini Pemerintahan Desa Hadipolo 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, maka makna Good Governance dapat 

diartikan tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau management 

(pengelolaan), yaitu kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi 

urusan pemerintah. Good Governance merupakan tata pemerintahan yang baik 

atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Fungsi 

BPD yaitu melakukan pengawasan terhadap Penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, mulai dari tahapan penyusunan rancangan, 

sosialisasi ke masyarakat dan memberikan informasi APBDes, ikut mengawasi 

pelaksanaan APBDes. 

 

 

Kata Kunci : Pengawasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Good 

           Governance 
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